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PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG 

NOMOR 05 TAHUN 2010 

TENTANG 

BANGUNAN GEDUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BANDUNG, 

Menimbang : a. bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan 

lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai 

dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis 

bangunan gedung; 

  b. bahwa ketentuan tentang Bangunan di Kota Bandung telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 14 

Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Bandung, namun demikian dengan ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung beserta peraturan 

pelaksananya maka Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung 

Nomor 14 Tahun 1998 sebagaimana dimaksud di atas perlu dilakukan 

penyesuaian; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang 

Bangunan Gedung; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara 

Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) 

tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang ... 
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  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1960 

Nomor  104 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2043); 

  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318); 

  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3469); 

  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); 

  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3886); 

  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3851); 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4247); 

  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4355); 

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4377); 

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4389); 

 

13. Undang ... 
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  13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844);  

  14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4444); 

  15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3851); 

  16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4851); 

17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5038); 

  18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140);  

19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  

20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pembangunan 

Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3372); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 

23. Peraturan ... 
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  23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah 

bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3815); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan 

Limbah Radio Aktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 52); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3956); 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4532); 

  27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4614) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

  28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5103); 

30. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 

tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 

31. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 

tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan 

Gedung dan Lingkungan;  

32. Peraturan ... 
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  32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 

Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan 

Pemerintahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran 

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  Bandung Tahun 1986 Nomor  

13); 

  33. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 

Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung 

Tahun 1989 Nomor 03); 

  34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8 

Tahun 1993 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II  Bandung Tahun 1993 Nomor 09); 

  35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kota 

Bandung Tahun 2001 Nomor  31); 

  36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran 

Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 03) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 11); 

  37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota 

Bandung Tahun 2004 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran 

Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 03); 

  38. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung 

Tahun 2007 Nomor 07); 

  39. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung 

Tahun 2008 Nomor 05); 

  40. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08); 

41. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Barang (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 

Nomor 09); 

42. Peraturan … 
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